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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pendapatan nelayan di 
Kabupaten Maros serta sistem pembagian hasil antara nelayan punggawa dan 
sawi. Data yang digunakan adalah data primer dengan jumlah responden 
sebanyak 30 orang yang terdiri dari 19 punggawa dan 11 sawi. Model analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. 
 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total penerimaan nelayan per/trip 
melaut sebesar Rp.25.276.000-, dan total biaya dari keseluruhan pengeluaran 
per/trip melaut (biaya tetap+biaya variabel) sebesar Rp.11.564.745. Sehingga 
total keuntungan nelayan per/trip melaut sebesar Rp.13.711.255. Jadi sistem 
pembagian hasil antara punggawa dan sawi yaitu sebesar 50:50. Akan tetapi 
punggawa juga ikut dalam proses melaut, sehingga punggawa juga 
mendapatkan bagian diluar dari pendapatan sebagai punggawa. Oleh karena itu, 
rata-rata pendapatan bersih punggawa yaitu sebesar Rp.8.569.000 per/trip 
melaut, dan 3 sawi lainnya masing-masing memperoleh pendapatan sebesar 
Rp.1.713.900 per/trip melaut. Sehingga dikatakan pendapatan nelayan masih 
rendah karena pendapatan yang diterima hanya mampu memenuhi kebutuhan 
keluarga selama proses melaut. 











 This study aims to determine the level of income of fishermen in Maros as 
well as revenue sharing system between fishermen retainer and mustard. The 
data used are primary data with the number of respondents 30 people consisting 
of 19 retainer and 11 mustard. Analysis model used in this research is qualitative 
descriptive. 
 the results of this study indicate that the total income per fisherman / 
fishing trip at Rp.25.276.000-, and the total cost of the overall expenditure per / 
fishing trip (fixed costs + variable costs) of Rp.11.564.745. So the total profits per 
fisherman / fishing trip at Rp.13.711.255. So the revenue sharing system 
between the retainer and the mustard that is equal to 50:50. However retainer 
also participated in the sea, so that the retainer also get a share out of income as 
a retainer. Therefore, the average net income per retainer in the amount 
Rp.8.569.000 / fishing trip, and three other mustard each earn revenue by 
Rp.1.713.900 per / fishing trip. So say the income of fishermen remains low 
because income received only able to meet the needs of families during the 
process of fishing. 
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1.1 Latar Belakang 
 Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di Dunia, yang memiliki 
sekitar 17.504 pulau yang membentang dari barat sampai timur dengan panjang 
garis pantai kurang lebih 81.000 km serta luas wilayah laut sekitar 5,9 juta km2. 
Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di Dunia dengan panjang 
104 ribu km. Sumber daya perikanan berperan penting dalam mendukung 
pembangunan ekonomi daerah dan nasional untuk meningkatkan penerimaan 
devisa, lapangan kerja, dan pendapatan penduduk. (Siswanto, 2010). 
 Masyarakat daerah pesisir merupakan masyarakat yang mayoritas 
penghasilannya sehari-hari dari hasil laut, mereka adalah para nelayan. Aktivitas 
sehari-hari adalah menangkap ikan dan mengumpulkan hasil laut seperti 
kepiting, rumput laut, kerang, tiram dan sebagainya. Penghasilan mereka yang 
sudah bergantung kepada nasib dan sedikit akan bertambah menurun secara 
drastis. Pekerjaan sampingan pun tidak dapat memberikan jaminan mereka bisa 
mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. (Mulyadi, 2005). 
 Menurut Sukirno (2006), pendapatan adalah jumlah penghasilan yang 
diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik 
harian, mingguan, bulanan atau tahunan. 
 Wilayah Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros merupakan salah satu  
daerah pesisir yang kaya akan sumber daya laut, masyarakat setempat 
bersama-sama memanfaatkan potensi tersebut dalam meningkatkan 
penghasilan mereka yang membentuk suatu struktur kerja, walaupun hubungan 
kerja yang terjalin hanyalah sebatas hubungan kerja biasa, namun kedua belah 
pihak yang terikat perjanjian kerjasama harus mematuhi aturan yang sudah 
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ditetapkan sebelumnya, Suatu pekerjaan akan lebih mudah dilakukan apabila 
dilakukan secara bersama-sama maupun berkelompok.  
 Dalam realitas sosial sering sekali dilihat bahwa kebutuhan akan 
kerjasama merupakan solusi untuk meningkatkan taraf perekonomian dalam 
kehidupan masyarakat. Pada kenyataannya, seringkali ketika seseorang 
mempunyai modal, namun tidak mempunyai kemampuan dalam 
mengembangkan dan mengelola usaha produktif, dan sebaliknya. Maka dari 
sinilah seseorang menjalin hubungan kerja sama dengan orang lain agar bisa 
memenuhi kebutuhan hidup mereka, (Budiman, 2011). 
 Dalam struktur ekonomi masyarakat nelayan dikenal adanya Punggawa 
dan Sawi. Punggawa merupakan pemilik modal dan Sawi adalah peminjam atau 
pekerja atau juga dapat disebut buruh atau bahasa undang-undangnya nelayan 
kecil. Pemilik modal berhak mengatur seluruh aktifitas proses penangkapan 
kepada Sawi yang diberi modal. Sawi berkewajiban menjalankan seluruh 
tanggungjawab yang diberikan oleh Punggawa yang memodalinya. Kewajiban ini 
merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan. Modal yang diberikan oleh 
Punggawa tidak terbatas pada modal materi berupa uang, namun juga kepada 
peralatan dan Punggawa juga mempunyai peran dalam pembagian sistem bagi 
hasil yang semuanya telah diatur oleh punggawa, (Aswan, 2014). 
 Salah satu bentuk institusi lokal yang banyak dijumpai pada masyarakat 
pesisir, khususnya masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan adalah kelompok 
sosial punggawa-sawi yang dalam pengamatan selintas telah menempatkan 
nelayan sawi secara tradisional pada posisi yang kurang menguntungkan, tetapi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
pola hubungan kerja ini anehnya demikian mapan dan bahkan punggawa 
tersebut seperti yang dijumpai pula dalam kelompok masyarakat nelayan yang 
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lain adalah orang yang dihormati, disegani dan dianggap sebagai penolong 
terutama pada saat para sawi amat memerlukan pertolongan (Sanusi, 1997). 
 Hal yang menarik dari kelompok sosial punggawa-sawi yaitu bahwa 
kelompok ini cukup mempunyai daya hidup (viability), dimana tetap bertahan 
hidup sampai sekarang, meskipun nampak cenderung senantiasa berada dalam 
ukuran kecil atau merupakan kelompok kecil. 
 Penerapan sistem bagi hasil yang terjadi dalam hubungan kerja 
punggawa sawi memposisikan nelayan Sawi atau buruh memiliki posisi tawar 
yang lemah, baik secara ekonomi maupun politik. Punggawa memiliki wewenang 
dalam kegiatan penangkapan bahkan dalam penerapan bagi hasil, proporsi 
bagian nelayan sawi selalu tetap dan cenderung sangat kecil dibandingkan 
dengan pendapatan juragan, Sementara proses bagi hasil harus sejauh mungkin 
menghilangkan unsur-unsur yang bersifat pemerasan dari semua pihak yang 
turut serta, yang masing-masing mendapat bagian yang adil (Arief, 2002). 
 Permasalahan utama yang dialami oleh nelayan di Kecamatan Bontoa 
Kabupaten Maros adalah tingkat pendapatannya yang setiap tahunnya tetap 
(cenderung konstan) dan hampir tidak berkembang. Menurut (Primyastanto, 
2013) “kegiatan ekonomi rumah tangga dipengaruhi oleh empat faktor yaitu 
curahan kerja, total produksi, pendapatan, dan pengeluaran atau konsumsi”. 
Umur dan pengalaman kerja seorang nelayan dapat berpengaruh terhadap 
tingkat pendapatannya, hal tersebut karena semakin lama curahan jam kerja 
nelayan menyebabkan semakin berpengalaman dalam menangkap ikan, dengan 
demikian semakin tinggi potensi pendapatan yang diperoleh nelayan. 
 Letak geografis dan luas wilayah Kabupaten Maros cukup potensial untuk 
dikembangkan beberapa jenis produksi perikanan dimana daerah yang terkenal 
adalah Kecamatan Bontoa. Wilayah bagian Barat Kabupaten Maros yang 
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berbatasan dengan laut mendorong masyarakat pesisir untuk bekerja 
menangkap ikan di laut. Sehingga potensi peningkatan hasil penangkapan ikan 
laut masih dapat dilakukan dengan meningkatkan teknologi penangkapan ikan. 
Tabel 1.1 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kecamatan Bontoa 
Kabupaten Maros 
No Dusun/Desa Petani Petambak Peternak Nelayan 
1 Bontoa 496 157 11 203 
2 Tupabbiring 97 309 130 198 
3 Pajukukang 89 136 181 451 
4 Ampekale 128 128 83 282 
5 Bonto Bahari 106 114 109 181 
6 Tunikamaseang 359 199 45 245 
7 Minasa Upa 171 203 92 287 
8 Bontolempangan 339 191 12 257 
9 Salenrang 629 275 47 644 
Jumlah 2414 1712 710 2748 
Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2012 
 Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di 
Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros yang bermata pencarian sebagai petani 
berjumlah 2414 orang, kemudian petambak berjumlah 1712 orang dan peternak 
berjumlah 710 orang, sedangkan yang bermata pencarian sebagai nelayan 
sebanyak 2748 orang. Dapat disimpulkan bahwa mata pencarian sebagai 
nelayan merupakan mata pencarian utama di Kecamatan Bontoa Kabupaten 
Maros 
 Produksi perikanan di Kabupaten Maros pada tahun 2014 sebesar 
26.680,6 ton. Dari total produksi perikanan tersebut sebanyak 14.714,0 ton atau 
sebesar 55,15 persen berasal dari perikanan laut, kemudian sebanyak 11.034,8  
ton atau 41,36 persen berasal dari budidaya kolam, berasal dari perairan umum 
sebesar 448,8 ton atau 1,68 persen, dan sisanya yakni sebesar 406,2 ton atau 
sebesar 1,52 persen berasal dari budidaya air tawar dan yang berasal dari 
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keramba jaring apung sebesar 76,8 ton atau 0,29 persen (Dinas Perikanan, 
Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros, 2014). 
Gambar 1.1 
  
Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis Perikanan  
di Kabupaten Maros Tahun 2011-2014 
Sumber : BPS Kabupaten Maros 2014 
Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa jumlah produksi perikanan laut di 
Kabupaten Maros setiap tahun meningkat. Akan tetapi rendahnya produktifitas 
nelayan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya 
pendapatan nelayan khususnya yang ada di Kecamatan Bontoa Kabupaten 
Maros. Jika tidak bekerja nelayan tidak akan mendapatkan penghasilan untuk 
membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan akan mengakibatkan tingkat 
kesejahteraan masyarakat nelayan semakin menurun. Hal ini bisa terlihat dengan 
banyaknya angkatan kerja produktif yang tidak bekerja secara maksimal bahkan 
menghabiskan waktu untuk bersantai tanpa melakukan kegiatan produktif yang 
bisa menghasilkan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraannya (Todaro, 
2002). 
 Kurangnya modal usaha juga merupakan hal yang mempengaruhi 
rendahnya pendapatan nelayan. Dengan tidak tersedianya modal yang memadai 
maka nelayan tidak akan mampu meningkatkan produksi karena nelayan tidak 
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bisa membeli perahu, alat tangkap dan peralatan lainnya serta biaya operasional 
juga tidak akan terpenuhi dan akan menjadikan produktivitas nelayan menurun, 
sehingga pendapatan akan mengalami stagnasi bahkan akan mengalami 
penurunan secara riil jika terjadi inflasi, sehingga daya beli masyarakat nelayan 
menjadi rendah yang akan mengakibatkan tingkat kesejahteraan yang semakin 
rendah, (Jhingan, 1983). 
 Kurangnya pengetahuan tentang teknologi modern juga merupakan salah 
satu hal yang menghambat peningkatan pendapatan nelayan. Dengan 
terbatasnya waktu dan tenaga yang dimiliki oleh para nelayan maka dibutuhkan 
teknologi untuk membantu meningkatkan produksi karena dengan adanya 
teknologi, maka proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien sehingga output 
yang diperoleh lebih berkualitas. Namun tanpa menggunakan teknologi yang 
canggih, hal tersebut akan mustahil tercapai, (Satria, 2002). 
 Pengetahuan tentang teknik penangkapan hasil laut umumnya diperoleh 
secara turun temurun dari orangtua atau pendahulu mereka berdasarkan 
pengalaman. Dengan pertambahan usia, selalu akan diikuti oleh meningkatnya 
pengalaman kerja yang ditekuni. Menurut Gitosudarmo (1999), akibat 
bertambahnya pengalaman di dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau 
memproduksikan suatu barang dapat menurunkan rata-rata ongkos per satuan 
barang. Sehingga semakin tinggi pengalaman seseorang nelayan diasumsikan 
bahwa semakin efisien dan efektif dalam proses penangkapan hasil laut 
sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan. 
 Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut dan dalam rangka 
meningkatkan pendapatan nelayan di Kabupaten Maros, maka diperlukan 




1.2 Rumusan Masalah 
  Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 
1. Seberapa besar pendapatan yang diperoleh nelayan punggawa dan sawi 
di Kabupaten Maros. 
2. Bagaimana sistem pembiayaan dan bagi hasil dalam kelompok kerja 
punggawa sawi di Kabupaten Maros. 
1.3  Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan penelitian penelitian ini yaitu : 
1. untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang diperoleh nelayan 
punggawa dan sawi di Kabupaten Maros. 
2. Untuk mengetahui sistem pembiayaan dan bagi hasil dalam kelompok 
kerja punggawa sawi di Kabupaten Maros. 
1.4   Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 
1. Diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan 
sumber inspirasi, serta bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah 
Kabupaten Maros dan instansi terkait serta pihak swasta dalam 
meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Bontoa Kabupaten 
Maros. 
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang berminat mengadakan 






2.1 Tinjauan Teoritis 
2.1.1 Teori Pendapatan 
  Tujuan pokok diadakannya usaha perdagangan adalah untuk 
memperoleh pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup usaha perdagangannya. 
Pendapatan yang diterima adalah dalam bentuk uang, dimana uang merupakan 
alat pembayaran atau alat pertukaran (Samuelson dan Nordhaus, 1995). 
Menurut ahli ekonomi Klasik, pendapatan ditentukan oleh kemampuan 
faktor-faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa. Semakin besar 
kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa, semakin 
besar pula pendapatan yang diciptakan. 
Pendapatan usaha nelayan adalah selisih antara total penerimaan (TR) 
dan semua biaya (TC). Jadi Pd = TR-TC. Penerimaan usaha nelayan (TR) 
adalah perkalian antara produksi yang diperoleh (Y) dengan harga jual (Py). 
Biaya usaha nelayan biasanya diklasifikasikan menjadi dua yaitu biaya tetap 
(fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap (FC) adalah biaya 
yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang 
diperoleh banyak atau sedikit. Biaya variabel (VC) adalah biaya yang besar 
kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh, contoh biaya untuk tenaga 
kerja. Total biaya (TC) adalah jumlah dari biaya tetap (FC) dan biaya variabel 
(VC), maka TC = FC+VC, (Soekartawi, 2002). 
Menurut Sumitro (1960) ; pendapatan merupakan jumlah barang dan jasa 
yang memenuhi tingkat hidup masyarakat, dimana dengan adanya pendapatan 
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yang dimiliki masyarakat dapat memenuhi kebutuhan, dan pendapatan rata-rata 
yang dimiliki oleh tiap jiwa disebut juga dengan pendapatan perkapita serta 
menjadi tolak ukur kemajuan atau perkembangan ekonomi. 
Pendapatan (income) adalah total penerimaan seseorang atau suatu 
rumah tangga selama periode tertentu. Ada tiga sumber penerimaan rumah 
tangga yaitu, (Gunawan dan Lanang,1994) 
Pertama pendapatan dari gaji dan upah, yang merupakan balas jasa dari 
kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar gaji seseorang secara teoretis tergantung 
dari produktivitasnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu ; 
keahlian (skill) yakni kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu 
menangani pekerjaan yang dipercayakan. Makin tinggi jabatan seseorang, 
keahlian yang dibutuhkan semakin tinggi, karena itu gaji atau upahnya makin 
tinggi. Mutu modal manusia (human capital) adalah kapasitas pengetahuan, 
keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik karena bakat bawaan 
(inborn) maupun hasil pendidikan dan penelitian. Kondisi kerja (working 
condition) yaitu lingkungan dimana seseorang bekerja, penuh resiko atau tidak, 
kondisi kerja dianggap makin berat, bila resiko kegagalan atau kecelakaan makin 
tinggi, maka upah atau gaji makin besar. Walaupun tingkat keahlian yang 
dibutuhkan tidak jauh berbeda. 
Kedua pendapatan dari asset produktif adalah asset yang memberikan 
pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok asset produktif 
pertama, asset finansial (financial asset) seperti deposito yang menghasilkan 
pendapatan bunga, saham yang menghasilkan deviden dan keuntungan atas 
modal (capital gain) bila diperjualbelikan. Kedua, asset bukan finansial seperti 
rumah yang memberikan penghasilan sewa. 
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Ketiga pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer (transfer 
payment) adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa input yang 
diberikan tetapi transfer yang diberikan oleh pemerintah. 
Menurut Sukirno (2006), pendapatan adalah jumlah penghasilan yang 
diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik 
harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Dan ada beberapa klasifikasi 
pendapatan yaitu : 
a) Pertama, pendapatan pribadi yaitu semua jenis pendapatan yang 
diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun yang diterima 
penduduk suatu negara. 
b) Kedua, pendapatan disposibel yaitu pendapatan pribadi dikurangi pajak 
yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan 
yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel. 
c) Ketiga, pendapatan nasional yaitu nilai seluruh barang-barang jadi dan 
jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun. 
 Tingkat pendapatan rumah tangga tergantung kepada jenis-jenis kegiatan 
yang dilakukan. Kegiatan yang mengikutsertakan modal atau keterampilan 
mempunyai produktivitas tenaga kerja lebih tinggi, yang pada akhirnya mampu 
memberikan pendapatan yang lebih besar (Winardi, 1988). 
2.1.2 Nelayan 
Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya 
tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan 
ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah 
lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya ( Imron, 2003 ). 
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 Menurut Hamid (2005), Dari segi status kepemilikan, nelayan dapat 
dikategorikan ke dalam 5 kategori utama : 
1. Nelayan Sawi (buruh), adalah seorang yang sama sekali tidak memiliki 
modal dan peralatan yang bekerja sebagai buruh pada seorang 
punggawa pemilik modal. 
2.  Pemilik Modal Merangkap Punggawa Perahu (pemilik operasional) 
adalah seorang punggawa yang memiliki modal, alat tangkap dan perahu, 
serta memiliki pengetahuan yang dalam tentang cara-cara penangkapan 
dan cara-cara pelayaran serta memimpin langsung operasional 
penangkapan ikan di laut. 
3. Punggawa Caddi/Punggawa Kecil, adalah seorang yang mendapat 
kepercayaan dari pemilik modal atau punggawa darat/punggawa lompo 
untuk memimpin operasional penangkapan ikan di laut. 
4. Punggawa Darat (punggawa lompo), yang dominan memiliki fasilitas alat-
alat penangkapan dan pelayaran serta menyediakan bahan-bahan 
kebutuhan operasional bagi para sawi bersama-sama dengan punggawa 
laut (punggawa perahu/punggawa caddi) dan sekaligus turut 
menanggung biaya-biaya kebutuhan hidup keluarga para sawi, selama 
sawi berada dilokasi penangkapan. 
5. Nelayan Tunggal (Pa’boya), adalah seorang yang memiliki alat tangkap 
berupa pancing dan perahu katinting dan atau lepa-lepa (sampan) yang 
dioperasikan sendiri (kepemilikan tunggal). 
 Proses modernisasi pada masyarakat nelayan dapat dilihat melalui 
adanya perubahan teknologi seperti fungsi layar dan dayung pada perahu yang 
kemudian digantikan oleh mesin motor yang telah membawa perubahan peranan 
dan bagi hasil serta turut merubah struktur sosial dalam relasi patron-klien. 
12 
 
 Demikian juga pada penggunaan teknologi pasang surut, seperti adanya 
perkembangan dari alat perangkap “bandrong” (teknologi pasang surut). 
Kemudian berkembang melalui kombinasi antara lampu strongking sebagai alat 
penerang untuk memikat ikan-ikan kecil dan beberapa bambu yang ditancapkan 
pada posisi yang dangkal (pesisir pantai) yang dibentuk menyerupai rumah yang 
tak berdinding, serta pada bagian bawah dipadukan dengan alat tangkap jaring. 
Kemudian alat ini secara lokal diistilahkan oleh komunitas nelayan sebagai 
“bagang tancap”. Dalam periode waktu yang cukup panjang, alat itu kemudian 
dikembangkan menjadi “bagang satu perahu”, yang selanjutnya berkembang 
menjadi “bagang dua perahu’, sampai ke alat yang nelayan sebut sebagai 
“Bagang Rambo”, (Junianto, 2003). 
2.1.3 Kelompok Sosial Punggawa Sawi 
 salah satu jenis kelompok sosial yang banyak dijumpai di Sulawesi 
Selatan, khususnya pada masyarakat nelayan adalah kelompok sosial 
punggawa-sawi, yang menurut hasil penelitian Sallatang (1981) bahwa: 
1. Hubungan antara anggota dalam kelompok, pada umumnya erat dan 
positif satu sama lain baik hubungan antara punggawa dengan sawi, 
terutama antara punggawa dengan para sawi, maupun para sawi yang 
satu dengan sawi yang lainnya. Demikian pula antara punggawa kecil dan 
punggawa besar, nampaknya berorientasi ke atas kepada punggawa 
besar. 
2. Dalam kelompok, terdapat solidaritas yang cukup mewujudkan integrasi 
yang kuat. Integrasi ini diciptakan oleh interaksi-interaksi langsung yang 
bersifat pertukaran-perukaran sosial yang telah membawa kelompok ini 
bertahan hidup dari waktu ke waktu. 
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3. Hubungan-hubungan dalam masyarakat mempunyai bentuk berjaring dan 
di dalamnya terdapat klik yang bertingkat yang tidak mengganggu 
integrasi. Mereka yang termasuk dalam klik-klik khususnya pada klik 
tingkat pertama dan merupakan anggota-anggota inti serta mempunyai 
popularitas langsung dikalangan anggota-anggota kelompok. 
4. Diperkirakan bahwa jika terjadi pergeseran-pergeseran dalam kelompok, 
ada kemungkinan bahwa bentuk hubungan dalam kelompok dapat 
berubah ke arah suatu hubungan yang berbentuk terpusat. 
5. Hubungan-hubungan antara anggota kelompok ini dengan orang luar 
atau antara kelompok ini dengan kelompok lain, juga pada umumnya erat 
dan positif, dan secara eksternal dalam keseluruhan cukup terdapat pula 
integrasi, walaupun keeratannya mungkin lebih rendah daripada integrasi 
dalam kelompok. 
6. Hubungan-hubungan antara anggota-anggota kelompok ini dengan 
orang-orang luar atau dengan kelompok-kelompok lain tak sejenis, 
bervariasi dalam berbagai bidang, terutama di bidang-bidang yang masih 
erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas kelompok ini dan di bidang 
pertanian. 
7. Diperikirakan bahwa kemampuan kelompok ini bertahan dan berkembang 
dari waktu ke waktu hingga sekarang dan selanjutnya, tidak hanya 
ditentukan oleh sistem integrasi yang dimilikinya, tetapi juga oleh sistem-






2.1.4 Hubungan Punggawa Sawi 
  Skema hubungan punggawa sawi dalam sistem ekonomi menurut (Barito 
2008) yaitu : 
1. struktur yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan 
wacana. Di gambarkan melalui tindakan seorang ponggawa terhadap 
keluarga nelayan (sawi). Misalnya, ketika kelompok nelayan sawi masih 
berada di laut untuk melakukan pengumpulan produksi, lalu kemudian 
keluarganya membutuhkan tambahan biaya hidup atau biaya kesehatan dan 
lain-lainnya yang mendesak, maka punggawa lompo (punggawa besar) 
bertanggungjawab memberi pinjaman kepada keluarga sawi (fungsi 
Punggawa sebagai lembaga perkreditan). 
 Demikian juga, ketika adanya kebutuhan akan biaya-biaya upacara 
lingkaran hidup bagi keluarga sawi, maka punggawa berkewajiban untuk 
membantu. Tataran tindakan ini merupakan wacana yang terkandung dalam 
struktur penandaan atau struktur signifikasi, yang dimaknai seakan-akan 
tindakan punggawa telah menyelamatkan permasalahan sosial budaya dan 
ekonomi keluarga mereka. Namun semua itu, tidak lain dari keterikatan sawi 
melalui ketergantungan utang-piutang yang harus dilunasi. Demikian juga, 
bagaimana seorang punggawa dalam memperlakukan sawinya yang seakan-
akan sebagai kerabat dekat atau menyerupai keluarga. Ini merupakan 
penjelmaan “tidakan penjinakan” dalam membangun struktur kepercayaan 
dan keyakinan seorang sawi terhadap punggawa. Tindakan penjinakan 
seorang punggawa terhadap sawi dimaksudkan bahwa selain berupa 
pengakuan sebagai keluarga, juga terkadang berupa pemujian terhadap 
kinerja sawi. Sehingga, diluar kesadaran seorang sawi, dengan segala bentuk 
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tindakan penjinakan yang dilakukan oleh seorang punggawa, telah membuat 
sawi merasa terpesona terhadap perlakuan punggawanya. 
2. struktur penguasaan, dimaksudkan bahwa selain keterkaitannya dengan 
penguasaan terhadap perasaan dan cara berpikir sawi, juga penyediaan biaya 
operasional yang merupakan pinjaman modal kelompok yang harus dibayar 
setelah produksi, sampai dengan penyediaan alat-alat produksi, dan 
pemasaran produksi yang semuanya dikuasai oleh seorang punggawa. Ini 
berarti bahwa struktur penguasaan mencakup penguasaan atas sawi dan 
barang atau dalam arti penguasaan untuk pencapaian tujuan politik dan 
ekonomi. 
3. Struktur pembenaran atau pengesahan dapat digambarkan melalui tindakan 
punggawa dalam menetapkan kebijakan bagi hasil dalam kelompok (fungsi 
lembaga bagi hasil) yang harus disetujui/diterima sebagaimana yang 
ditetapkan oleh punggawa. Demikian juga, kebijakan dalam memasarkan hasil 
produksi (fungsi lembaga pemasaran) yang harus diterima dan disetujui oleh 
kelompok sebagai suatu tindakan pengesahan terhadap kebijakan punggawa. 
 Struktur tersebut menyangkut skema peraturan normatif yang terungkap 
dalam tata aturan kelompok punggawa-sawi. Dalam kondisi demikian, maka 
seorang sawi cenderung berada dalam posisi yang sangat lemah, karena 
disamping memiliki peranan yang sangat kecil, juga tidak dapat memenuhi 
kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan dari seorang punggawa. 
Sebaliknya, punggawa cenderung berada dalam posisi yang sangat kuat, karena 
disamping ia sebagai pemilik modal, juga sebagai orang yang memiliki atau 
menguasai peranan dalam praktik-praktik sosial relasi patron-klien. 
 Konsekuensi dari segala pemenuhan kebutuhan sawi dan keluarganya 
yang menjadi tanggungan seorang punggawa, adalah bahwa seorang sawi 
16 
 
cenderung merasa tidak memiliki tantangan hidup dalam pemenuhan kebutuhan 
sehari-hari. Karena itu, kebiasaan inilah yang menjadi daya tarik atau yang 
mendorong seorang sawi memiliki kesetiaan yang sangat tinggi dan selalu 
terpesona dengan fasilitas materi, fasilitas moral, dan fasilitas kepercayaan dari 
seorang punggawa, yang secara tidak disadari justru telah menjadi perangkap 
bagi dirinya. 
 Keterpencilan dalam pekerjaan sebagai nelayan, telah turut 
mempengaruhi kesempatan mereka untuk memperoleh keterampilan lain dan 
kesempatan ekonomi yang lebih luas dalam rangka meningkatkan 
kapabilitasnya. Dalam keadaan demikian, Sawi kurang dan bahkan tidak 
menyadari bahwa tekanan yang terjadi secara eksternal dan internal telah 
mengkonstruksi dirinya kedalam sebuah kondisi yang terjebak dalam 
kemiskinan. 
 Adanya kecenderungan perilaku punggawa terhadap sawi sebagai 
jebakan kekurangan/perangkap kemiskinan dengan 5 mata rantai penyebab 
terjadinya kemiskinan. Sebagaimana dikemukakan Indra (2004), adalah :  
1. Ketidakberdayaan 
 Yang dialami oleh pada umumnya nelayan sawi, dapat dikonkritkan pada 
ketidakmampuan (disability) mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari dan untuk mengadakan modal. Dikatakan demikian, karena umumnya para 
sawi dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari, hanya dengan 
meminjam dari punggawa. Sama halnya dalam mengadakan modal operasional 
selama di laut, para sawi juga meminjam dari punggawa. Karena itu, 
ketergantungan hidup pada punggawa, telah mengkondisikan sawi selalu berada 





 Yang seringkali dialami oleh nelayan sawi, dapat dikonkritkan pada rawan 
kecelakaan di laut atau resiko pekerjaan melaut yang sangat mudah terjadi 
kecelakaan kerja. Dari sifat pekerjaan yang penuh resiko kecelakaan, maka 
dibutuhkan adanya asuransi dari punggawa kepada nelayan sawi. Punggawa 
berdasarkan pengalamannya seringkali menanggung biaya-biaya kematian dari 
sawinya. Punggawa laut (pemimpin operasional penangkapan ikan), juga 
memberikan perlindungan terhadap sawinya selama berada di laut. Seorang 
punggawa laut yang memiliki pengetahuan yang dalam tentang mantera- 
mantera untuk menjinakkan keganasan ombak dan badai adalah menjadi modal 
kepercayaan dan keyakinan dari para sawinya dalam hal keselamatan 
pelayaran. Karena itu, kepercayaan sawi terhadap kemampuan pelayaran bagi 
seorang punggawa laut adalah sesuatu yang dapat menetralisasi keprihatinan 
sawi dalam melaut. 
3. Kelemahan fisik 
 Yang dialami nelayan dapat dikonkritkan pada sifat pekerjaan yang 
mengkondisikan bagi para sawi untuk bekerja sepanjang hari dan atau 
sepanjang malam dalam ruang udara yang terbuka di tengah lautan. Kemudian, 
waktu istirahat bagi nelayan yang sangat tidak menentu dan keadaan status gizi 
yang rendah. Keadaan inilah yang diperkirakan telah mengkondisikan fisik 
nelayan menjadi lemah. Karena itu, umumnya tingkat kesehatan nelayan rendah 
bila dibandingkan dengan rata-rata tingkat kesehatan pada kelompok kerja 
lainnya, misalnya petani padi sawah/ladang, petani tambak, peternak, buruh 






 Yang pada umumnya dialami oleh nelayan sawi, dapat dikonkritkan pada 
tingkat pendapatan yang rendah. Selain itu, nelayan sawi juga tidak memiliki 
pekerjaan sampingan sebagai tambahan pemenuhan kebutuhan keluarganya. 
Padahal pekerjaan sampingan sifatnya sangat dinamis dan dapat membawa 
sawi keluar dari perangkap kemiskinan. Dikatakan dinamis, karena dapat 
digunakan berspekulasi (adu untung) yang memungkinkan bagi sawi untuk 
terhindar dari kemiskinan atau paling sedikit dapat mengurangi berbagai 
kesulitan ekonomi yang dialami. Demikian juga, tingkat keterampilan yang 
dimilikinya sangat rendah, sehingga sangat sulit baginya untuk beralih pekerjaan 
pada sektor lainnya. 
5. Isolasi (pengucilan) 
 Sebagai keadaan hidup yang dialami oleh pada umumnya nelayan sawi, 
dapat dikonkritkan pada sifat pekerjaan yang mengkondisikan aktivitas sehari-
harinya harus berada di laut, sehingga mereka terpencil dari lingkungan sosial 
budayanya. Keadaan hidup sawi yang terisolir dari dunia sosial lainnya yang 
telah mengkondisikan kapabilitasnya sangat rendah. 
 Secara makro, peranan kelompok sosial punggawa-sawi dilihat dalam 
kedudukannya sebagai salah satu sumberdaya masyarakat setempat yang 
merupakan mitra dalam proses pembangunan ekonomi, disamping pemerintah 
dan dunia usaha. Peranan kelompok sosial punggawa sawi diidentifikasikan 
melalui empat fungsinya (Sallatang,1982), yakni (1). perkreditan; (2) asuransi; (3) 
pembuka lapangan kerja; dan (4) pendidikan informal. Sedangkan pembangunan 
ekonomi dilihat dari tiga sasaran pokoknya (Poli, 1991), yaitu (1) peningkatan 




2.1.5 Mekanisme Bagi Hasil Punggawa Sawi 
 Dalam perikanan laut pada umumnya, baik yang modern maupun 
tradisional, diterapkan sistem aturan pembiayaan dan bagi hasil, sebaliknya 
hanya sebagian kecil di antara perikanan modern berskala besar yang kapitalistik 
menerapkan sistem pengupahan. Untuk perikanan tradisional berskala kecil, 
secara umum aturan bagi hasil menetapkan bahwa setiap anggotanya 
memperoleh satu bagian pendapatan dari jumlah keseluruhan pendapatan per 
aktifitas yang dilakukan. Pembagian hasil dilakukan setiap kali setelah 
pemasaran ikan dilakukan diluar biaya operasional, seperti bahan bakar. Namun, 
pembagian hasil bukan dilihat dari peran dan status, tetapi karena bantuan jasa 
transportasi dan tenaga saat pemasaran. 
 Salah satu bentuk insentif bagi nelayan adalah pendapatan yang mereka 
peroleh dari kegiatan penangkapan, yang pada kenyataannya sangat 
dipengaruhi oleh sistem bagi hasil yang berlaku. Jika sistem bagi hasil 
menguntungkan semua pihak (pemilik modal dan pekerja /ABK), maka 
pendapatan yang diperoleh masing-masing akan menjadi wajar sesuai dengan 
perannya masing-masing. Selanjutnya, apabila hal ini dapat terwujud, maka 
motivasi dari masing-masing pelaku usaha penangkapan tersebut akan semakin 
besar. Implikasinya, kesejahteraan nelayan dapat diharapkan akan membaik, 
ketersediaan ikan berkualitas akan meningkat dan kinerja perikanan secara 
umum dapat diperbaiki. 
 Adapun pengertian perjanjian bagi hasil perikanan yang di atur dalam 
Pasal 1 Undang-undang Nomor. 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan 
adalah sebagai berikut : 
a) Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha 
penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan 
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penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut 
perjanjian mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha 
tersebut yang telah disetujui sebelumnya. 
b) Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun 
berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha 
penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan. 
 Pada BAB II UU bagi hasil perikanan juga membahas mengenai 
Persentase bagi hasil perikanan sebagai berikut : 
 Usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi hasil harus 
diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan 
nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang 
bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha 
itu sesuai dengan jasa yang diberikannya. 
 Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi 
hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap 
tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut: 
1. perikanan laut 
a) Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima 
perseratus) dari hasil bersih; 
b) jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh 
perseratus) dari hasil bersih. 
2. perikanan darat: 
a) mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (empat puluh 
 perseratus) dari hasil bersih; 
b) mengenai hasil ikan liar: minimum 60% (enam puluh perseratus) dari 
 hasil kotor. 
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Undang-undang yang mengatur bagi hasil perikanan di Indonesia telah 
tersedia, namun perannya masih jauh dari yang diharapkan. Perkembangan 
kondisi sosial, ekonomi maupun budaya telah membuat pelaksanaan undang-
undang ini terhambat dan tidak maksimal perannya. 
Diduga bahwa tidak ada satu pun kegiatan penangkapan yang 
menerapkan aspek-aspek sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No.16 
Tahun 1964. Kalaupun ada, aspek-aspek tersebut hanya merupakan sebagian 
dari kandungan undang-undang, yaitu aspek-aspek yang dianggap selaras 
dengan kondisi lokal. Dalam praktek di bidang hukum, hal seperti itu sebenarnya 
merupakan sesuatu yang normal; sebagaimana dikatakan oleh Soekanto dalam 
Herwening (1983), ada fenomena bahwa berbagai peraturan perundang-
undangan yang masih berlaku yuridis formal dapat saja dianggap tidak sesuai 
dengan kondisi masyarakat, tidak adil dan sebagainya. Fenomena seperti ini 
semestinya mendapatkan mendapatkan perhatian dan kita gunakan untuk 
menyikapi kondisi kurang berperannya undang-undang bagi hasil tersebut. 
Ada berbagai aspek yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan 
perbaikan Undang-Undang. Selain aspek sosial, ekonomi dan budaya, aspek-
aspek lain yang juga harus dipertimbangkan adalah aspek teknis, aspek politis, 
persepsi, dan berbagai aspek lain yang relevan dengan kondisi sekarang. 
Misalnya adalah masalah keadilan yang dipengaruhi oleh persepsi masing-
masing pihak. Walaupun dari segi ekonomi sebuah sistem pembagian hasil 
dipandang tidak adil dari kacamata tertentu, ada kemungkinan bahwa sudut 
pandang lain tidak melihatnya demikian. Salah satu contohnya adalah apabila 
hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh pandangan adat. Hadikusumah dalam 
Herwening (1983) menyatakan bahwa hukum adat itu bersifat turun temurun dan 
diperhatikan serta dihormati. Dengan demikian, apabila hukum adat masih 
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berlaku, maka hukum formal harus juga dibuat dengan memperhatikan prinsip-
prinsipnya. Contoh tersebut hanyalah sebagian dari aspek yang perhatikan 
dalam perbaikan Undang-Undang bagi hasil. 
2.2  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 
 Rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat nelayan yang 
terefleksi dalam bentuk kemiskinan sangat erat kaitannya dengan faktor internal 
dan eksternal masyarakat. Faktor internal misalnya pertumbuhan penduduk yang 
cepat, kurang berani mengambil resiko, cepat puas dan kebiasaan lainnya yang 
tidak mengandung modernisasi. Selain itu kelemahan modal usaha dari nelayan 
sangat dipengaruhi oleh pola pikir nelayan itu sendiri. Faktor eksternal yang 
mengakibatkan kemiskinan rumah tangga nelayan lapisan bawah antara lain 
proses produksi didominasi oleh pemilik perahu atau modal dan sifat pemasaran 
produksi hanya dikuasai kelompok tertentu dalam bentuk pasar monopsoni, 
(Kusnadi, 2003). 
 Ada tiga faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan usaha 
nelayan dan diuraikan sebagai berikut: 
1. Teknologi  
Peralatan yang digunakan oleh nelayan dalam penangkapan ikan 
(produksi) adalah alat penerangan (lampu) dan jaring. Peralatan atau 
modal usaha nelayan adalah nilai dari pada peralatan yang digunakan 
seperti: 
a.  Harga perahu, apakah mempergunakan mesin besar atau kecil yang 
dimiliki nelayan. 




2. Sosial Ekonomi  
a. Seseorang yang telah berumur 15 tahun ke atas baru disebut sebagai 
nelayan, dibawah umur tersebut walaupun ia melaut tidak disebut sebagai 
nelayan. Umur juga mempunyai pengaruh terhadap pendapatan 
walaupun pengaruhnya tidak terlalu besar. 
b. Pengalaman, apabila seseorang dianggap nelayan yang telah berumur 
15-30 tahun, diatas 30 tahun dianggap sebagai nelayan yang 
berpengalaman. Hal ini merupakan kategori atau klasifikasi untuk 
menentukan banyak jumlah tangkapan ikan dilaut. 
c. Musim sangat berpengaruh kepada keadaan kehidupan nelayan yaitu 
musim barat dan musim timur. Dalam satu tahun ada dua musim yaitu 
musim timur dari bulan Maret sampai Agustus, umumnya gelombang 
besar, pasang tinggi, arus deras, curah hujan selalu terjadi, keadaan 
demikian ini pada umumnya nelayan sangat jarang ke laut karena takut 
bahaya, jadi produksi sedikit dan harga ikan akan tinggi. Pada musim 
barat biasanya dari September sampai Februari keadaan pasang tidak 
terlalu tinggi, arus tidak terlampau deras, gelombang tidak terlampau 
besar. Pada musim inilah nelayan banyak mendapat ikan. Disamping 
kedua musim tersebut dalam setahun, ada lagi pengaruh musim bulanan 
yaitu pada bulan purnama. Pada bulan purnama atau terang arus akan 
deras dan pasang akan tinggi. Sebaliknya pada bulan gelap,  gelombang 
akan kecil, arus tidak bergerak yang disebut dengan istilah pasang mati. 
Pada kedua keadaan ini nelayan akan kurang mendapatkan ikan dan 
harga ikan akan tinggi apalagi pada musim timur keadaan ini umumnya 




3. Tata Niaga  
Ikan adalah komoditi yang mudah rusak dan busuk, jadi penyampaiannya 
dari produsen (nelayan) kepada konsumen harus cepat agar kualitas atau 
kondisinya tidak rusak atau busuk kalau ikan itu diolah. Kondisi atau keadaan 
ikan ini sangat berpengaruh kepada harga ikan, demikian juga nilai gizinya. Jadi 
dalam hal ini dilihat nilai efisiensi dari penggunaan tata niaga perikanan tersebut, 
dari produsen ke konsumen berarti semakin baik dan semakin efisien tata 
niaganya dan kriterianya adalah sebagai berikut : 
Panjang atau pendeknya saluran distribusi yang dilalui oleh hasil produksi 
dalam hal ini ikan dari nelayan sampai kepada konsumen. Banyak atau 
sedikitnya dari jumlah pos-pos yang terdapat pada saluran distribusi tersebut. 
Apabila banyak mengakibatkan panjang (jauhnya) jarak antara produsen dan 
konsumen akhir yang artinya makin tidak efisien. 
Menambah keuntungan atau tidak yaitu setiap pos saluran distribusi 
tersebut apakah menambah keuntungan atau tidak bagi nelayan. Dalam hal ini 
kita bandingkan dari kemungkinan-kemungkinan yang ada dan meneliti apakah 
ada korelasi antara hal-hal diatas tadi akan menambah atau memperbesar 
pendapatan nelayan. Meningkatnya tangkapan nelayan berarti meningkatkan 
kesejahtraan nelayan tersebut. Demikian juga hal tersebut menunjang program 
pemerintah yaitu pengentasan kemiskinan. 
Saluran distribusi hasil tangkapan (produksi) nelayan itu selanjutnya kita 
lihat cara pemasarannya, khususnya saluran distribusi dari produsen (nelayan) 
kepada pemakai akhir atau konsumen. Saluran distribusi dari hasil laut ini dapat 
dibagi sebagai berikut : 
a. Saluran distribusi untuk konsumen akhir 
b. Saluran distribusi untuk rumah tangga 
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c. Saluran distribusi untuk pengawetan 
d. Saluran distribusi untuk coldstorage (eksportir) 
2.2.1  Modal dan Biaya Produksi 
 Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan di tabung dan 
diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan 
dikemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan dan bahan 
baku meningkatkan stock modal secara fisik (yakni nilai riil atas seluruh barang 
modal produktif secara fisik) dan hal ini jelas memungkinkan akan terjadinya 
peningkatan output di masa mendatang, (Sukirno, 2000). 
Manusia selalu memiliki aset (modal) yang dengan modal itu dia bisa 
mempertahankan hidup dengan baik. Bahkan orang yang paling miskin sekalipun 
selalu memiliki aset kehidupan atau sumber daya dimana dengan itu mereka 
bergantung. Usaha untuk membuat kehidupan yang lebih terjamin dan 
berkelanjutan haruslah dibangun diatas pemahaman terhadap aset-aset yang 
telah dimiliki dan sejauh mana mereka dalam menggunakan dan 
mengembangkan aset tersebut. Adapun modal tersebut  adalah modal sumber 
daya alam, modal ekonomi, modal fisik dan modal sosial, (Mukherjee, 2001) 
Sebagian dari modal yang dimiliki oleh nelayan digunakan sebagai biaya 
produksi atau biaya operasi, yaitu penyediaan input produksi, biaya operasi dan 
biaya-biaya lainnya dalam suatu usaha kegiatan nelayan. Biaya produksi atau 
biaya operasi nelayan biasanya diperoleh dari kelompok nelayan kaya ataupun 
pemilik modal, karena adanya hubungan pinjam-meminjam uang sebagai modal 
kerja dimana pada musim panen hasil tangkap (produksi) ikan nelayan 
digunakan untuk membayar seluruh pinjaman/utang, dan tingkat harga ikan 
biasanya ditentukan oleh pemilik modal. 
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2.2.2  Faktor Tenaga Kerja 
Teori Keynes mengatakan cara mengurangi pengangguran yaitu dengan 
memperbanyak investasi, misalnya mesin karena mesin butuh operator otomatis 
akan menyerap tenaga kerja. Selain itu konsumsi harus sama dengan 
pendapatan, karena banyaknya tingkat konsumsi akan memerlukan juga banyak 
output sehingga otomatis harus menambah perkerja, apabila outputnya banyak 
otomatis gaji para pekerja akan naik sehingga daya beli mereka meningkat. 
Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam produksi, 
karena tenaga kerja merupakan faktor penggerak faktor input yang lain, tanpa 
adanya tenaga kerja maka faktor produksi lain tidak akan berarti. Dengan 
meningkatnya produktifitas tenaga kerja akan mendorong peningkatan produksi 
sehingga pendapatan pun akan ikut meningkat. 
Aset  utama  para  usaha nelayan, hanya tenaga kerja dan keterampilan, 
serta kreatifitas yang relaitif masih rendah. Meskipun pekerjaan sebagai nelayan 
cepat mendatangkan hasil, tetapi seringkali penghasilan itu tidak mencukupi 
kebutuhan rumah tangga mereka. Usaha nelayan mempunyai peranan yang 
sangat substansial dalam modernisasi kehidupan manusia. Mereka termasuk 
agent of development yang saling reaktif terhadap perubahan lingkungan. Sifat 
yang lebih terbuka dibanding kelompok masyarakat yang hidup di pedalaman, 
yang menjadi stimulator untuk menerima perkembangan modern. 
Berbicara masalah tenaga kerja di Indonesia dan juga sebagian besar 
negara-negara berkembang termasuk negara maju pada umumnya merupakan 
tenaga kerja yang dicurahkan untuk usaha nelayan atau usaha keluarga. 
Keadaan ini berkembang dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia 
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dan semakin majunya suatu kegiatan usaha nelayan karena semakin maju 
teknologi yang digunakan dalam operasi penangkapan ikan, sehingga 
dibutuhkan tenaga kerja dari luar keluarga. 
Setiap usaha kegiatan nelayan yang akan dilaksanakan pasti memerlukan 
tenaga kerja, banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan harus sesuai dengan 
kapasitas kapal motor yang dioperasikan sehingga akan mengurangi biaya 
melaut (lebih efisien) yang diharapkan pendapatan tenaga kerja akan lebih 
meningkat, karena tambahan tenaga tersebut profesional, (Masyhuri, 1999). Oleh 
karena itu dalam analisa ketenagakerjaan usaha nelayan, penggunaan tenaga 
kerja dinyatakan oleh besarnya curahan kerja. Curahan tenaga kerja yang 
dipakai dalam besarnya tenaga kerja efektif yang dipakai. 
2.2.3 Faktor Pengalaman 
 Pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah 
diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan 
yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu, (Trijoko, 1980). 
Pengalaman sebagai nelayan secara langsung maupun tidak, memberikan 
pengaruh kepada hasil penangkapan ikan. Semakin lama seseorang mempunyai 
pengalaman sebagai nelayan, semakin besar hasil dari penangkapan ikan dan 
pendapatan yang diperoleh, (Yusuf, 2003). 
Faktor pengalaman, faktor ini secara teoritis dalam buku, tidak ada yang 
membahas bahwa pengalaman merupakan fungsi dari pendapatan atau 
keuntungan. Namun, dalam aktivitas nelayan dengan semakin berpengalaman 




2.2.4  Faktor Teknologi 
 Nelayan dikategorikan sebagai seseorang yang pekerjaannya 
menangkap ikan dengan mengunakan alat tangkap yang sederhana, mulai dari 
pancing, jala, jaring, pukat, dan lain sebagainya. Namun dalam 
perkembangannya dikategorikan sebagai seorang yang berprofesi menangkap 
ikan dengan alat yang lebih modern ialah kapal ikan dengan alat tangkap 
modern. 
Semakin canggih teknologi yang digunakan nelayan maka akan semakin 
meningkatkan produktifitas hasilnya lebih meningkatkan produksi, yang 
didalamnya tersirat kesimpulan bahwa masyarakat akan memperoleh 
penghasilan yang lebih tinggi.  
Keberadaan nelayan digolongkan menjadi 4 tingkatan dilihat dari kapasitas 
teknologi (alat tangkap dan armada), orientasi pasar dan karakteristik pasar. 
Keempat kelompok tersebut, antara lain nelayan tradisional (peasant-fisher) yang 
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri; post peasant-fisher atau 
nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju, 
seperti motor tempel atau kapal motor; commercial fisher atau nelayan yang 
telah berorientasi pada peningkatan keuntungan, dan industrial fisher yang 
memiliki beberapa ciri, seperti terorganisasi, padat modal, pendapatan lebih 
tinggi, dan berorientasi ekspor, (Satria, 2002). 
2.3  Tinjauan Empiris (Penelitian Terdahulu) 
 Sasmita (2006) dalam penelitian analisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi pendapatan usaha nelayan di Kabupaten Asahan. Hasil yang 
didapatkan yaitu modal kerja, tenaga kerja, dan waktu melaut (jam kerja) 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan nelayan di 
Kabupaten Asahan sebesar 60,73% persen. Variabel independen yang 
berpengaruh terhadap variabel dependen tersebut masing-masing nyata pada 
taraf signifikansi 99%, 90%, 95%. Sedangkan pengalaman sebagai nelayan 
berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan 
usaha nelayan. Namun demikian modal kerja sangat dominan mempengaruhi 
peningkatan pendapatan. 
 Masyuri (1999) dalam penelitian tentang produktivitas dan pendapatan 
buruh nelayan di Jawa dan Madura. Hasil yang didapatkan yaitu pola 
kepemilikan sarana produksi penangkapan ikan mempunyai pengaruh yang 
sangat besar pada tingkat perekonomian nelayan. Sistem bagi hasil yang sudah 
menjadi tradisi dikalangan nelayan, menempatkan kelompok pemilik sarana 
produksi pada posisi yang sangat menguntungkan, yang mendapat sebahagian 
besar dari hasil tangkapan. 
 Eka, (2012) dalam penelitian Sistem Bagi Hasil Punggawa Sawi pada alat 
tangkap bagang rambo di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian yaitu 
Dalam sistem bagi hasil punggawa memperoleh 2 bagian sedangkan sawi 
memperoleh 1 bagian. yaitu satu bagian pemilik perahu 33,35%, satu bagian 
pemilik alat tangkap 33,35% Jika dikumulatifkan pendapatan total punggawa 
sebagai pemilik perahu dan alat tangkap sebesar 66,7%. Sedangkan sawi yang 
memperolah bagian 33,35% harus membagi lagi ke 8 sawi yang lain sehingga 
masing-masing sawi mendapatkan bagian sebesar 3,03%. Pendapatan bagian 
yang diberikan kepada sawi yang berposisi sebagai punggawa laut mendapatkan 





2.4  Kerangka Pikir 
 Sumber daya perikanan berperan penting dalam mendukung 
pembangunan ekonomi daerah dan nasional untuk meningkatkan lapangan 
kerja, dan pendapatan penduduk. Potensi sumber daya perikanan laut di 
Indonesia terdiri dari sumber daya perikanan pelagis besar dan pelagis kecil 
serta ikan demersal lainnya yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. 
Kegiatan penangkapan ikan umumnya dilakukan oleh masyarakat pesisir, 
Aktivitas sehari-hari mereka dengan menangkap ikan dan mengumpulkan hasil 
laut yang mereka dapatkan, hasil pendapatan yang diperoleh bergantung pada 
besar sedikitnya hasil tangkapan yang mereka dapatkan.. 
 Bagi hasil dalam masyarakat pesisir merupakan suatu sistem yang 
meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (punggawa) dan 
pengelola dana (Sawi), penyedia dana dan pengelolah dana dapat melakukan 
kesepakatan dalam bagi hasil usaha yang dijalankan, Dalam kehidupan sawi, 
masalah yang paling mendasar dan sangat mengikat adalah pembagian hasil 
penangkapan seluruhnya dijalankan oleh punggawa yang dalam mekanismenya 
punggawa memiliki bagian yang lebih besar dibandingkan dengan sawi serta 
tingginya ketergantungan pemenuhan kebutuhan hidup Sawi terhadap 




















   
 
2.5  Hipotesis Penelitian 
 Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga pendapatan dan 












3.1 Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Maros, tepatnya di 
Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, dimana Kecamatan Bontoa merupakan 
lokasi penelitian yang dipilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa lokasi 
tersebut penduduknya sebagian besar adalah nelayan dengan menggunakan 
sistem bagi hasil punggawa sawi. 
3.2   Jenis dan Sumber Data 
 Jenis dan sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 
pertimbangan untuk menentukan metode pengumpulan data. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pada 
pengelompokannya, yaitu : 
a)   Data Primer 
  Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung 
dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus 
dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro, 
1999). Dalam penelitian ini data diambil berdasarkann kuesioner dan wawancara 
kepada responden. 
b) Data Sekunder 
 Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara 
tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain 
(Indriantoro, 1999). Dalam penelitian ini data diperoleh dari BPS maupun instansi 




3.3  Jenis Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Deskriptif 
Kualitatif dan Kuantitatif. Kualitatif digunakan untuk menggali informasi secara 
mendalam sehingga sangat baik untuk memperoleh data guna mencapai tujuan 
dari penelitian ini. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk 
mengetahui pembagian atau sistem bagi hasil antara Punggawa dan Sawi. 
3.4 Metode Pengumpulan Data 
3.4.1 Penelitian Lapangan 
Yaitu pengambilan data di daerah/lokasi penelitian dengan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut : 
a) Pertama, observasi, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara pengamatan terhadap obyek, misalnya perlengkapan 
perahu/kapal motor yang dipergunakan nelayan dalam menangkap 
ikan. 
b) Kedua, wawancara, yakni mengumpulkan data dengan melakukan 
komunikasi langsung kepada pihak terkait dan masyarakat yang 
berkaitan dengan penelitian. 
c) Ketiga, kuesioner, yakni suatu teknik pengumpulan data dengan cara 
memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh 
masyarakat nelayan sebagai responden. 
3.4.2 Penelitian Kepustakaan 
Yaitu penelitian yang melalui beberapa buku bacaan, literatur atau 
keterangan-keterangan ilmiah untuk memperoleh teori-teori yang melandasi 





3.5 Teknik Pengambilan Sampel 
3.5.1  Populasi 
 Populasi dari penelitian ini adalah para pemilik usaha nelayan yang 
menerapkan sistem bagi hasil Punggawa dan Sawi (nelayan buruh) yang ada di 
lokasi penelitian. Dalam hal ini yang ada di Kecamatan Bontoa Kabupaten 
Maros.  
3.5.2  Sampel 
 Sampel adalah bagian dari populasi yang hendak diselidiki. Metode 
pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Cluster Random 
Sampling yaitu dengan mengelompokkan sampel dalam kelompok punggawa 
dan sawi. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 30 orang yang masing-
masing diantaranya adalah punggawa dan sawi. 
3.6  Model Analisis 
 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kualitatif 
deskriptif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah memaparkan data dan 
memberikan gambaran penjelasan yang didasarkan pada masalah yang diteliti 
yang ada di lapangan serta mengeksplorasikan ke dalam bentuk laporan. 
Memaparkan data dalam bentuk angka-angka yang diolah dengan menggunakan 
analisis kuantitatif dengan rumus pendapatan kemudian angka-angka 
perhitungan tersebut akan dideskripsikan ke dalam data kualitatif, sehingga 
memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan. 
 Analisis pendapatan adalah suatu bentuk pengamatan terhadap nilai 
akhir dari pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya-biaya dari 
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pengeluaran lainnya. Jadi, tingkat pendapatan adalah besarnya hasil perolehan 
pengelolaan usaha yang menggunakan pola manajemen. 
 Analisis pendapatan nelayan (Boediono, 1999) : 
Pd = TR – TC 
Dimana : 
 Pd = Keuntungan (Profit) 
 TR = Total penerimaan (Total Revenue) 
 TC = Biaya Produksi ( Biaya Tetap + Biaya Variabel) 
Untuk mencari TR (Total Revenue) maka digunakan rumus: 
TR = P X Q 
 
dimana :  
 P  = Harga jual 
 Q = Jumlah ikan yang dijual (KG) 
Sedangkan untuk mencari TC (Total cost) maka digunakan rumus : 
TC = FC + VC 
 
dimana:  
  FC = Biaya tetap 
 VC = Biaya variabel 
 
3.7 Definisi Operasional 
a)  Pendapatan adalah diukur dengan rata-rata pendapatan bersih nelayan 
 (sawi) dan punggawa atau bagian dari hasil usaha yang diterima oleh 
 sawi dan punggawa selama melaut satu kali melaut. 
b)  Nelayan Sawi (buruh), adalah seorang yang sama sekali tidak memiliki 
 modal dan peralatan yang bekerja sebagai buruh pada seorang 
 punggawa pemilik modal. 
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c)  Punggawa (pemilik Modal / operasional) adalah seorang punggawa yang 
 memiliki modal, alat tangkap dan perahu, serta memiliki pengetahuan 
 yang dalam tentang cara-cara penangkapan dan cara-cara pelayaran 
 serta memimpin langsung operasional penangkapan ikan di laut. 
d)  Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha 
 penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan 
 penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut 
 perjanjian mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha 





















PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
4.1  Deskripsi Objek Penelitian 
 Kabupaten Maros terletak di bagian barat Sulawesi Selatan antara 
40o45’-50o07’ Lintang Selatan dan 109o205’-129o12’ Bujur Timur. Adapun batas-
batas wilayah Kabupaten Maros adalah :  
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa 
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone 
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
 Luas wilayah Kabupaten Maros 1.619,12 km2 yang secara administrasi 
pemerintahannya terdiri dari 14 kecamatan dan 103 desa/kelurahan. Pemerintah 
Kabupaten dipimpin oleh Bupati, pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat 
yang membawahi Kepala Kelurahan dan Kepala Desa. 
Gambar 4.1 




 Berdasarkan pencatatan Badan Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG) rata-rata suhu udara bulanan di Kabupaten Maros adalah 27, 
3oC tiap bulannya. Suhu bulanan paling rendah adalah 22,5oC. (terjadi pada 
bulan September 2014) sedangkan paling tinggi adalah 34,8oC (terjadi pada 
bulan Oktober 2014). 
 Penyinaran matahari selama tahun 2014 rata-rata berkisar  68%. Secara 
geografis daerah ini terdiri dari 10% (10 desa) adalah pantai, 5% (5 desa) adalah 
kawasan lembah, 27% (28 desa) adalah lereng/ bukit dan 58% (60 desa) adalah 
dataran. 
Tabel 4.1 
Jumlah Kecamatan/Desa, Lingkungan dan Dusun di Kabupaten Maros 
Tahun 2014 
No Kecamatan Desa/kelurahan Lingkungan Dusun 
1 Mandai 6 6 16 
2 Moncongloe 5  -  17 
3 Maros Baru 7 11 13 
4 Marusu 7  -  22 
5 Turikale 7 31  -  
6 Lau 6 19 6 
7 Bontoa 9 3 34 
8 Bantimurung 8 4 32 
9 Simbang 6    21 
10 Tandralili 8 2 30 
11 Tompobulu 8  -  35 
12 Camba 8 6 22 
13 Cendrana 7  -  33 
14 Mallawa 11 3 32 
Jumlah 103 85 313 
Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka tahun 2014 
 Pada Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Mallawa 
mempunyai desa/kelurahan yang terbanyak yaitu 11 desa/kelurahan dengan 85 
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lingkungan dan 32 dusun sedangkan Kecamatan Mongcongloe yang mempunyai 
jumlah desa/kelurahan yang paling sedikit yaitu 5 desa/kelurahan. Jumlah 
kecamatan keseluruhan di Kabupaten Maros yakni 103 terbagi menjadi 85 
lingkungan dan 313 dusun. 
4.2 Keadaan Penduduk Kabupaten Maros 
 Penduduk merupakan salah satu modal bagi suksesnya kegiatan 
pembangunan. Peranan yang dilakukan oleh penduduk dapat menentukan 
perkembangan pembangunan suatu daerah baik yang regional maupun 
internasional. Keadaan penduduk suatu daerah atau wilayah dapat ditinjau dari 
berbagai segi antara jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan umur 
4.2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin  
 Penduduk Kabupaten Maros berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 
berjumlah 319.008 jiwa, yang tersebar di 14 Kecamatan, dengan jumlah 
penduduk terbesar yakni 41.319 jiwa yang mendiami Kecamatan Turikale. 
Berdasarkan hasil proyeksi, penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2014 
sebanyak 335. 596 jiwa. 
 Secara umum, perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan 
(sex rasio), perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki dengan 
perbandingan 96 laki-laki dibanding dengan 100 perempuan. Namun di 
Kecamatan Tandralili, rasio jenis kelamin laki-laki lebih besar dari 100, hal ini 
menunjukkan jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan tersebut lebih besar dari 
penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di 
Kecamatan Turikale, 1.465 jiwa/km2. Sedangkan yang terendah di Kecamatan 






Banyaknya Penduduk  Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di 
Kabupaten Maros Tahun 2014 
Kecamatan 
Penduduk Rasio jenis 
kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah 
Mandai 18 405 20 474 38 879 90 
Moncongloe 8 879 9 914 18 793 90 
Maros Baru 12 366 13 625 25 991 91 
Marusu 13 050 13 435 26 485 97 
Turikale 20 993 22 548 43 541 93 
Lau 12 461 13 762 26 223 91 
Bontoa 13 578 13 119 26 697 103 
Bantimurung 14 091 14 362 28 453 98 
Simbang 11 216 11 565 22 781 97 
Tanralili 12 949 12 286 25 235 105 
Tompobulu 7 298 7 455 14 753 98 
Camba 6 396 6 252 12 468 102 
Cenrana 6 906 7 378 14 284 94 
Mallawa 5 420 4 413 10 833 100 
Jumlah 164 008 171 588 355 596 96 
Sumber : BPS Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2014 
 Pada Tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di 
Kabupaten Maros adalah 355.596 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 
164.008 jiwa dan penduduk perempuan 171.588 jiwa. Kecamatan yang jumlah 
penduduknya paling banyak adalah Kecamatan Turikale yaitu 43.541 jiwa dan 
Kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Mallawa 
yaitu 10.833 jiwa. 
4.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur  
  Umur penduduk sangat mempengaruhi aktivitas seseorang dalam 
mengelola bidang usahanya. Penduduk yang usianya masih muda relatif memiliki 
kemampuan fisik yang kuat dan mudah menerima inovasi dibandingkan dengan 
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penduduk yang usianya lebih tua, tetapi dari segi pengalaman, penduduk yang 
usianya lebih tua memiliki pengalaman dan kematangan berpikir yang lebih baik 
dari pada penduduk usia muda. 
 Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Maros menurut kelompok umur 
dapat di lihat pada tabel 4.3 di bawah ini : 
Tabel 4.3 





Penduduk Rasio jenis 
kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah 
0 - 4  17 985 17 702 35 487 102,76 
 5 - 9  16 528 15 826 32 354 104,44 
 10 - 14  16 579 15 522 32 101 106,81 
 15 – 19 16 673 16 226 32 899 102,75 
20 – 24 15 255 14 790 30 045 103,14 
25 - 29  12 786 13 986 26 772 91,42 
30 - 34  11 907 13 562 25 469 87,8 
35 – 39 11 772 13 240 25 012 88,91 
40- 44 18 188 12 064 23 252 92,74 
45 – 49 9 316 10 034 19 350 92,84 
50 – 54 7 170 8 128 15 298 88,21 
55 – 59 5 814 6 292 12 106 92,4 
60 – 64 3 922 4 681 8 603 83,79 
65 – 69 3 032 3 720 6 752 81,51 
70 – 75 2 052 2 803 4 855 73,21 
75+ 2 029 3 212 5 241 63,17 
Sumber : BPS Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2014 
 Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar 
penduduk di Kabupaten Maros berusia produktif. Jumlah penduduk yang berusia 
produktif yaitu pada usia 15-54 tahun adalah sebanyak 198.097 jiwa, usia belum 
produktif yaitu pada usia 0-14 tahun sebanyak 99.942 jiwa, serta penduduk usia 






Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan 
Jenis Kelamin Kabupaten Maros Tahun 2014 
Jenis Kegiatann Utama Laki-laki Perempuan Jumlah 
 I. Angkatan Kerja 93 634 54 750 148 384 
1. Bekerja 88 738 52 887 141 625 
       2. Penganggur 4 896 1 863 6 759 
        II. Bukan Angkatan Kerja             
(Sekolah, mengurus rumah tangga dll) 
19 282 67 988 87 270 
Jumlah 122 916 122 738 235 654 
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
(TPAK) 82,92 44,61 62,97 
Tingkat Pengangguran 5,23 3,4 4,56 
Sumber : BPS Kabupaten Maros Tahun 2014 
 Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun 
yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang 
sedang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah 
mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, 
mengurus rumah tangga dan sebagainya.   
 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angkatan kerja di Kabupaten Maros 
yang sedang mempunyai pekerjaan yaitu 141.625 orang/jiwa, dengan jumlah 
angkatan kerja laki-laki yaitu sebanyak 88.738 orang/jiwa dan sekitar 52.887 
angkatan kerja penduduk perempuan. Adapun jumlah penduduk yang 
menganggur atau sedang mencari pekerjaan yaitu sebesar 6.759 orang/jiwa. 
Sedangkan jumlah penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja di Kabupaten 
Maros yaitu sebesar 87.270 orang/jiwa. Jadi, dapat dijelaskan bahwa jumlah 
penduduk yang bekerja lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang bukan 
angkatan kerja, akan tetapi dapat dilihat bahwa yang termasuk bukan angkatan 
kerja lebih banyak penduduk perempuan dikarenakan lebih banyak yang 




Penduduk 15 Tahun Keatas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut 
Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, Kabupaten Maros Tahun 2014 
Jenis Kegaiatan 
Utama 
Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan 
Jumlah 
SD Ke bawah SLTP SLTA Keatas 
Bekerja 63 551 16 354 61 620 141 625 
Penganggur 900 668 5 191 6 759 
Total Angkatan Kerja 64 551 17 022 66 811 148 384 
Sumber : BPS Kabupaten Maros Tahun 2014 
 Dari Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang 
termasuk angkatan kerja menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan di 
Kabupaten Maros yaitu sebesar 148.384 jiwa, dimana pendidikan terakhir SD 
kebawah merupakan pendidikan terakhir yang paling tinggi yang ditamatkan oleh 
penduduk yang bekerja yaitu sebesar 63.551 orang/jiwa. Hal ini disebabkan 
karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, karena 
pola pikir sebagian masyarakat menganggap bahwa tidak semua pekerjaan 
harus dengan pendidikan yang tinggi. 
Tabel 4.6 
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama dan 









1 Pertanian 29 914 6 321 34 235 24,17 
2 Industri Pengolahan 7 728 4 567 12 295 8,68 
3 
Perdagangan, 
Rumah Makan dan 
Hotel 




14 162 17 390 31 552 22,28 
5 Lainnya 21 545 1 612 23 157 16,35 
Sumber : BPS Kabupaten Maros Tahun 2014 
 Dari Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa jenis kegiatan utama yang 
paling tinggi di Kabupaten Maros yaitu pada perdagangan, rumah makan dan 
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hotel dengan persentase sebesar 28,52% sedangankan lapangan pekerjaan 
yang paling rendah yaitu pada industri pengolahan dengan persentase 8,68%. 
4.3  Keadaan Sarana/Prasarana 
4.3.1 Sarana Pendidikan 
 Pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa secara terpadu 
dan diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan terutama 
peningkatan kualitas pendidikan dasar guna memenuhi kebutuhan bagi 
pembangunan daerah. Melalui pendidikan dalam arti luas (mencakup seluruh 
proses kehidupan manusia) diharapkan dapat membentuk manusia yang 
berkualitas. Untuk mengetahui jumlah sarana/prasarana pendidikan yang ada di 
Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.7 
Jumlah Lembaga Pendidikan di Kabupaten Maros 2014 
No Jenis Sekolah Jumlah Sekolah Jumlah Guru/Dosen 
1 Taman kanak-Kanak 92 110 
2 SD 255 1619 
3 SMP 54 633 
4 SMA 25 358 
5 SMK 10 39 
6 MA 19 360 
7 Perguruan Tinggi 4 198 
Jumlah 459 3317 
Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2014. 
 Pada Tabel 4.7 di atas menunjukkan lembaga pendidikan yang terdapat 
di Kabupaten Maros dapat dikatakan cukup memadai dalam mendukung upaya 
pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sarana dan 
prasarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten Maros telah cukup untuk 
mengayomi masyarakatnya, jumlah total sarana pendidikan di Kabupaten Maros 




 Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi mutu penduduk (SDM) 
adalah kesehatan untuk itu dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
maka diperlukan adanya pelayanan dan fasilitas kesehatan yang memadai. 
Khusus di Kabupaten Maros ada beberapa sarana/prasarana kesehatan. Untuk 
lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.8 
Jumlah Sarana/prasarana Kesehatan di Kabupaten Maros 2014 
No Fasilitas Kesehatan  Jumlah (Unit) 
1 Rumah Sakit 3 
2 Puskesmas 63 
3 Rumah Bersalin 2 
4 Balai Pengobatan / klinik 3 
5 Posyandu 392 
6 Poskesdes 58 
7 Polindes 2 
8 Apotek 20 
9 Bidan Praktek 56 
Jumlah 617 
Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2014 
 Pada Tabel 4.8 di atas menunjukkan jumlah fasilitas kesehatan di 
Kabupaten Maros berjumlah 617 unit. Jumlah rumah sakit yang ada di 
Kabupaten Maros sebanyak 3 Unit yang terdiri dari Rumah Sakit Umum milik 
Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Umum Milik Swasta dan Rumah Sakit Khusus. 
Begitu pula halnya dengan Puskesmas yang terbagi menjadi 6 Puskesmas 






4.4  Karakteristik Responden 
 Responden adalah orang-orang yang menjadi sumber dalam memberikan 
informasi dalam suatu kegiatan penelitian, Status dari responden tersebut adalah 
masyarakat nelayan yang berstatus sebagai pemilik modal serta pemilik alat 
usaha penangkapan, dan nelayan yang bekerja pada usaha penangkapan 
tersebut. Berikut dijelaskan identitas dari responden seperti pengalaman melaut, 
pendidikan, umur dan status dalam unit penangkapan. 
4.4.1 Tingkat Umur 
 Berdasarkan konteks ketenagakerjaan bahwa seseorang yang berusia 
antara 15 – 64 tahun adalah termasuk pada kategori usia yang masih produktif 
untuk bekerja yang lebih baik pada suatu bidang pekerjaan, sedangkan 
penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk 64 tahun keatas masuk pada 
kategori tidak produktif, (Harahap, 1999). 
 Klasifikasi keadaan umur responden dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.9 
 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Umur di Kabupaten Maros 
 
No Umur (tahun) Jumlah  Persentase (%) 
1  10 - 20  4 13,32 
2  21 - 30  8 26,67 
3  31- 40  11 36,67 
4  41 - 50  5 16,67 
5  51 - 60  2 6,67 
Jumlah 30 100 
Sumber : Data Primer yang telah diolah 2016 
 Berdasarkan Tabel 4.9 di atas responden tertinggi berdasarkan tingkat 
usia di Kabupaten Maros yaitu 31 - 40 tahun dengan persentase  36,67%. 
Sedangkan jumlah responden yang terkecil berdasarkan tingkat usia yaitu umur 
51– 60 tahun dengan jumlah 2 jiwa atau 6,67%. Hal ini menunjukkan bahwa 
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responden pada umumnya berada pada usia produktif yang tentunya masih 
memiliki semangat kerja yang masih tinggi. 
4.4.2  Tingkat Pendidikan 
 Tenaga kerja erat hubungannya dengan tingkat pendidikan, semakin 
tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula wawasan 
serta kemampuan yang dapat dipergunakan dalam menghadapi dunia kerja 
khususnya pada usaha penangkapan. 
 Adapun tingkat pendidikan dari responden dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
Tabel 4.10 
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
di Kabupaten Maros 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah  Persentase (%) 
1 Tidak sekolah 8 26,67 
2 Tamat SD 11 36,67 
3 Tamat SLTP 8 26,67 
4 Tamat SLTA 3 10 
Jumlah 30 100 
Sumber : Data primer yang telah diolah 2016 
 Pada Tabel 4.10 di atas menunjukkan tingkat pendidikan formal 
responden masih tergolong rendah yakni Tamat SD ke bawah dengan 
persentase 63,14%. Rendahnya pendidikan yang didapatkan pada dasarnya 
disebabkan oleh kondisi  sosial ekonomi yang tidak mendukung untuk tetap 
melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 
4.4.3 Status Kelompok Pekerja 
 Status pekerja atas sumberdaya cukup berpengaruh terhadap tingkat 
pendapatan dan strata sosial dalam masyarakat. Dimana pada status pekerja 
pada responden ini terdiri dari Punggawa dan Sawi. Berikut jumlah responden 




Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pekerja  
di Kabupaten Maros 
 
No  Status pekerja Jumlah  Persentase (%) 
1 Punggawa 19 63,33 
2 Sawi 11 36,67 
Jumlah 30 100 
Sumber : Data primer yang telah diolah 2016 
 Berdasarkan Tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden 
yang bekerja sebagai punggawa sebanyak 19 orang atau 63,33%, sedangkan 
jumlah pekerja yang bekerja sebagai sawi sebanyak 11 orang dengan 
persentase 36,67%. Punggawa yang menjadi responden dalam penelitian ini 
yaitu punggawa yang juga ikut dalam proses penangkapan. Jadi disamping 
sebagai pemilik juga merangkap sebagai pekerja. 
4.4.4 Pengalaman Kerja 
 Pengalaman kerja merupakan tingkat penguasaan dan keterampilan 
seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan dari 
tingkat penguasaan yang dimilikinya. Berikut data responden berdasarkan 
pengalaman dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.12 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja  





Jumlah  Persentase (%) 
1  1 - 5     6 20 
2  6 - 10  11 36,67 
3 >10 13 43,33 
Jumlah 30 100 
Sumber : Data primer yang telah diolah 2016 
 Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar 
responden telah bekerja sebagai nelayan sudah lebih dari 5 tahun, dimana 
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jumlah responden terbanyak berdasarkan pengalaman kerja yaitu responden 
yang bekerja selama 10 tahun ke atas dengan jumlah 13 jiwa atau 43,33 %, data 
tersebut memberikan gambaran bahwa pengalaman nelayan dalam dunia 
penangkapan ikan cukup tinggi. 
4.4.5 Tingkat Pendapatan Nelayan 
 Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk 
atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, 
bulanan, atau tahunan (Sukirno, 2006). 
Tabel 4.13 
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan Nelayan Per/trip 
Melaut di Kabupaten Maros 
 
No Pendapatan Per/trip Melaut 
Status Kelompok Kerja 
Punggawa Sawi 
1 < Rp. 1.000.000  -  4 
2 Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000  -  7 
3 Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000 18  -  
4 Rp. 10.000.000 – Rp. 15.000.000 1  -  
5 > Rp. 15.000.000  -   -  
Jumlah 19 11 
Sumber : Data primer yang telah diolah 2016 
 Berdasarkan Tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata 
pendapatan nelayan punggawa per/trip melaut yaitu sebesar Rp. 5.000.000 – 
Rp. 10.000.000 dengan jumlah punggawa sebanyak 18 orang/jiwa, dan satu 
orang punggawa yang mendapatkan penghasilan sekitar Rp.10.000.000 – 
Rp.15.000.000. Sedangkan rata-rata pendapatan nelayan sawi per/trip melaut 
yaitu sebesar Rp.1.000.000– Rp.5.000.000 dengan jumlah sawi sebanyak 7 






4.5 Pendapatan Nelayan 
 Dalam mengoperasikan alat tangkap haruslah dapat menghitung 
keuntungan sehingga dapat mengetahui berapa besar pendapatan yang 
diperoleh dari setiap kali melaut. Analisis pendapatan nelayan di Kecamatan 
Bontoa Kabupaten Maros dilakukan untuk mengetahui berapa berapa besar 
pendapatan yang diperoleh nelayan dengan penerapan sistem punggawa sawi. 
4.5.1 Biaya 
 Biaya adalah salah satu faktor penentu kelancaran usaha, produktifitas 
hasil tangkap tergantung besar biaya yang dikeluarkan selama operasi 
penangkapan. Ada dua jenis biaya yang digunakan dalam menjalankan suatu 
usaha yaitu biaya tetap dan biaya variabel. 
a.  Biaya Tetap 
Biaya tetap (Fixed Cost) adalah jenis biaya yang selama kisaran waktu 
operasi tertentu atau tingkat kapasitas produksi tertentu selalu tetap jumlahnya 
atau tidak berubah walaupun volume produksi berubah. Biaya tetap pada usaha 
nelayan dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.14 
 Nilai Investasi pada Usaha Nelayan di Kabupaten Maros 
 
No Investasi usaha Nilai (Rp) Presentase (%) 
1 Kapal 62.000.000 44,18 
2 Mesin Kapal 26.000.000 18,53 
3 Generator 9.000.000 6,41 
4 Jaring 40.000.000 28,50 
5 Mesin Roller 1.500.000 1,07 
6 Basket 1.000.000 0,71 
7 Serok 100.000 0,07 
8 Lampu 500.000 0,36 
9 Kabel 250.000 0,18 
Jumlah 140.350.000 100 
Sumber : Data primer yang telah diolah 2016 
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 Berdasarkan Tabel 4.14 di atas dapat dilihat bahwa biaya investasi yang 
dikeluarkan oleh usaha nelayan di Kabupaten Maros yaitu sebesar Rp. 
140.350.000. Jenis investasi terbesar yang dikeluarkan oleh unit usaha ini adalah 
kapal sebesar Rp. 62.000.000,- dengan persentase sekitar 44,18%, sedangkan 
investasi terkecil serok dengan nilai Rp. 100.000,- atau sekitar 0,07%. 
b.  Biaya Variabel 
 Biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan yang dapat habis 
dalam satu kali operasi penangkapan. Biaya yang dikeluarkan dapat berubah-
ubah bergantung pada jauh dan jumlah operasi penangkapan dalam semusim. 
Nelayan di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros bisa melaut sebanyak 3-4 kali 
dalam sebulan yang tentunya memakai biaya yang merupakan biaya variabel.  
 Adapun jenis dan nilai investasi serta biaya variabel dapat dilihat pada 
tabel berikut. 
Tabel 4.15 
Jenis dan Nilai Biaya Variabel pada Usaha Nelayan di Kabupaten Maros 
 
No Jenis Pengeluaran Nilai Presentase (%) 
1 Bahan Bakar Solar 4.000.000 38,89 
2 Es Balok 950.000 9,24 
3 Minyak Tanah 850.000 8,26 
4 Beras 785.000 7,63 
5 Minyak Goreng 250.000 2,43 
6 Rokok 1.750.000 17,02 
7 Oli 625.000 6,08 
8 Gula Pasir 625.000 6,08 
9 Kopi 450.000 4,38 
Jumlah 10.285.000 100 
Sumber : Data primer yang telah diolah 2016 
 Berdasarkan Tabel 4.15 di atas maka dapat diketahui bahwa total rata-
rata biaya variabel pada usaha nelayan adalah sebesar Rp. 10.285.000. Tabel 
diatas menunjukkan biaya variabel terbesar yang dikeluarkan yaitu bahan bakar 
solar dengan jumlah Rp. 4.000.000,- atau 38,89 %, sedangkan biaya variabel 
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yang terendah yaitu minyak goreng sebesar Rp. 250.000 dengan nilai 
persentase 02,43 %. 
 Keseluruhan biaya yang dikeluarkan dari  usaha nelayan merupakan 
penggabungan biaya yang dikeluarkan dari jumlah biaya tetap dan biaya 
variabel, Biaya total merupakan jumlah antara biaya tetap (FC) dan Biaya 
Variabel (VC). Untuk lebih jelas melihat besarnya biaya total yang dikeluarkan 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.16 
Jenis dan Biaya Total pada Usaha Nelayan di Kecamatan Bontoa 
Kabupaten Maros 
 
No Jenis Biaya Nilai (Rp) Presentase (%) 
1 Biaya Tetap 1.279.745 11,07 
2 Biaya Variabel 10.285.000 88,93 
Jumlah 11.564.745 100 
Sumber : Data primer yang telah diolah 2016 
 Berdasarkar Tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa besar biaya total dari 
penjumlahan biaya tetap (Fixes Cost) dan biaya variabel (Variabel Cost) pada 
usaha nelayan di Kabupaten Maros yaitu sebesar Rp11.564.745. 
4.5.2 Penerimaan Unit Usaha 
 Penerimaan adalah jumlah hasil tangkap dikali dengan harga ikan yang 
berlaku pada musim ini. Adapun penerimaan pada usaha nelayan di Kecamatan 














Harga (Rp) Jumlah (KG) 
Penerimaan 
(Rp) 
1 Cakalang 20.000 485 9.700.000 
2 Tongkol 18.000 288 5.184.000 
3 Layang 19.000 393 7.467.000 
4 Tangkapan Lain 15.000 195 2.925.000 
Total 1.361 25.276.000 
Sumber : Data primer yang telah diolah 2016 
 Berdasarkan Tabel 4.17 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata 
penerimaan pada  usaha nelayan di Kecamatan Bontoa sebesar Rp. 25.276.000. 
dengan penerimaan terbesar yaitu dengan jenis hasil tangkapan cakalang yang 
mampu memproduksi 485 kg per musimnya dengan harga mencapai 
Rp.9.700.000,- sedangkan yang terendah yaitu tangkapan lain yang didalamnya 
terdapat bermacam jenis ikan yaitu sebesar 195 kg atau sebanyak 
Rp.2.925.000,-. 
4.5.3 Keuntungan Usaha 
 Keuntungan usaha merupakan hasil penerimaan dikurangi dengan yang 
dikeluarkan selama operasi penangkapan berlangsung. Adapun keuntungan 
yang diperoleh dari hasil usaha nelayan per/trip melaut dapat dilihat pada tabel 
14 dibawah ini : 
Tabel 4.18 
Keuntungan Pada Usaha Nelayan di Kabupaten Maros 
 
No Uraian Jumlah (Rp) 
1 Total Penerimaan 25.276.000 
2 Total Biaya 11.564.745 
Total Keuntungan 13.711.255 
Sumber : Data primer yang telah diolah 2016 
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 Berdasarkan tabel 4.18 di atas dapat diketahui bahwa total keuntungan 
dari usaha nelayan di Kabupaten Maros yaitu sebesar Rp.13.711.255,-. 
4.6 Sistem Bagi Hasil Nelayan 
 Bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian 
hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, penyedia dana dan 
pengelolah dana dapat melakukan kesepakatan dalam bagi hasil usaha yang 
dijalankan. Adapun pengelola dana atau punggawa yang ada di Kecamatan 
Bontoa Kabupaten Maros sebahagian besar ikut serta dalam proses 
penangkapan. Jadi, disamping sebagai punggawa, atau pemilik 
modal/operasional juga sebagai sawi atau pengelola usaha. 
 Pada perjanjian kerja sama bagi hasil yaitu maju mundurnya usaha 
tersebut sangat bergantung pada keahlian dari Pengelola Usaha. Oleh karena 
itu, sangat penting bagi pemilik modal untuk dapat mengetahui karakter latar 
belakang pengelola usaha dan juga bisnis yang akan dijalankan. Pembagian 
hasil dilakukan setiap kali setelah pemasaran ikan dilakukan diluar biaya 
operasional. 
 Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem kerjasama antara Punggawa 
dan Sawi setelah adanya perjanjian kerjasama. Suatu perjanjian dimana pihak-
pihak yang bekerja sama saling mengikat diri untuk bekerja sama sesuai dengan 
kesepakatan tertentu yang telah disetujui bersama. Pembagian bagi hasil yang 
dilakukan yaitu hasil yang didapatkan oleh sawi juga didapatkan oleh punggawa 
karena disamping sebagai pemilik modal, juga sebagai sawi atau pengelola 
usaha. Jadi, punggawa mendapatkan bagian dengan catatan pendapatan yang 
diterima setelah dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama melaut. 
 Masyarakat Kabupaten Maros mengenal sistem bagi hasil perikanan 
secara adat. Pelaksanaan pola bagi hasil secara adat telah berlangsung secara 
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turun temurun dan masyarakat setempat menganggap pola bagi hasil tersebut 
sudah sangat adil. Hal ini dikarenakan pola bagi hasil perikanan secara adat 
lebih mengutamakan kepada pembagian yang sama antara pemilik dan 
penggarap yaitu 50:50. 
 Jadi, proses bagi hasil antara punggawa dan sawi pada usaha nelayan di 
Kabupaten Maros dengan rata-rata pendapatan usaha nelayan yang di dapatkan 
per/trip melaut setelah dikurangi biaya-biaya yang telah dipakai selama 
melakukan penangkapan dilaut yaitu sebesar Rp.13.711.255. jadi dalam hal ini, 
sistem pembagian hasil di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros yaitu dengan 
membagi 2 pendapatan hasil tangkapan antara punggawa dan sawi yang mana 
dalam hal ini punggawa mendapatkan rata-rata pendapatan sekitar Rp.8.569.000 
per/trip melaut terhitung dengan pembagian hasil dari sawi karena punggawa 
juga ikut dalam proses penangkapan. Begitupula dengan 3 sawi yang 
mendapatkan rata-rata pendapatan sekitar Rp.1.713.906.per/trip melaut.  
4.7 Persepsi Masyarakat Mengenai Bagi Hasil Nelayan 
 Mengacu pada Undang-Undang bagi hasil perikanan No.16 Tahun 1964, 
yang berisi mengenai aturan dalam pembagian bagi hasil antara pemilik usaha 
dan nelayan penggarap, namun aturan ini tidak berlaku dalam masyarakat 
setempat, Masyarakat Kecamatan Bontoa memiliki aturan sendiri seperti hukum 
adat dan kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam lingkungannya dalam 
melakukan sistem bagi hasil. Mereka mempercayai bahwa sistem yang 
diberlakukan sudah sesuai dengan aturan yang sebenarnya yang dinilai 
seimbang. 
 Seperti pada penjelasan salah satu responden yang sempat saya temui 
yang merupakan masyarakat Kecamatan Bontoa  yang bernama Tadjuddin ( 26 
tahun, nelayan sawi), 
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“ kalau ditanya mengenai pendapatan, apalagi pendapatan nelayan pasti tidak 
menentu apalagi kalau cuaca juga tidak mendukung dan alat mesin juga 
bermasalah pasti pendapatan juga kurang. Bagi hasil juga tergantung dari 
pendapatan yang didapatkan dari hasil melaut setelah dikurangi biaya-biaya 
yang digunakan selama di laut, jadi saya sebagai sawi hanya bisa menerima 
upah dengan hasil yang diberikan oleh punggawa yang hanya bisa membiayai 
kehidupan keluarga selama saya di laut”. 
 Sejarah munculnya sistem bagi hasil ini menurut masyarakat sudah lama, 
yang dilaksanakan dengan turun temurun, pola bagi hasil secara adat oleh 
masyarakat setempat dipertahankan sejak dulu oleh para masyarakat pesisir, 
nelayan pemilik maupun nelayan buruh, sehingga sangat sulit menerima suatu 
perubahan dalam melaksanakan kebiasaanya. sementara dalam UUD bagi hasil 
perikanan berisi penataan hukum yang dapat memayungi kepentingan 
masyarakat nelayan dari ketidakberdayaannya dimana sistem bagi hasil yang 
terjadi selama ini. 
 Proporsi bagian nelayan sawi selalu tetap dan cenderung sangat kecil 
dibandingkan dengan pendapatan Punggawa, ditetapkannya undang-undang ini 
bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan Sawi serta memperbesar 
produksi ikan, sehingga proses bagi hasil tersebut harus sejauh mungkin 
menghilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang 
turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu, serta 
ditambah dengan kenyataan bahwa pada usaha perikanan tangkap, nelayan 
Sawi atau buruh memiliki posisi tawar yang lemah, baik secara ekonomi maupun 
politik karena dihadapkan dengan hukum adat yang berlaku saat ini. 
 Hukum adat mengenai bagi hasil menurut masyarakat sekitar, ini telah 
berlangsung secara turun temurun sehingga sering dikatakan sebagai hukum 
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kebiasaan. meski bagi hasil secara adat itu kerap merugikan nelayan Sawi atau 
buruh, namun aturan ini tidak bisa diubah dan diperbaharui karena masyarakat 
nelayan sendiri menganggap bahwa aturan ini telah adil dan sesuai dengan 
keadaan mayarakat setempat, kemudian masyarakat sendiri tidak mengetahui 
mengenai keberadaan Undang-undang Bagi Hasil Perikanan yang didalamnya 
berisi aturan bagi hasil. Masyarakat menganggap bahwa proses bagi hasil yang 
dijalankan selama ini sudah sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku. 
 Semua kebiasan yang dijalankan masyarakat pesisir tidak jauh dari adat 
yang dijalankan selama ini, Keterbatasan wilayah penangkapan dan teknologi 
penangkapan yang serba sederhana menjadi bentuk kehidupan nyata dan 
berakar dalam sistem sosial masyarakat nelayan. Keterbatasan dan 
kesederhanaan mendorong terjadinya pembagian peran diantara kelompok 
nelayan. Setiap peran senantiasa diarahkan untuk menjaga kestabilan dalam 
berbagai bentuk tolong menolong dan kerjasama di antara sesama kelompok 
nelayan. Bentuk tolong menolong dan kerjasama yang berlangsung terus 
menerus lalu kemudian mengakar dan menjadi sebagai sebuah nilai budaya 
yang membentuk lembaga. Proses kelembagaan tersebut membentuk hubungan 






5.1  Kesimpulan 
 Berdasarkan pengamatan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh para 
usaha nelayan di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa : 
1. proses bagi hasil antara punggawa dan sawi pada usaha nelayan di 
Kabupaten Maros dengan rata-rata pendapatan usaha nelayan yang di 
dapatkan per/trip melaut setelah dikurangi biaya-biaya yang telah dipakai 
selama melakukan penangkapan dilaut yaitu sebesar Rp.13.711.255. jadi 
dalam hal ini, sistem pembagian hasil di Kabupaten Maros yaitu dengan 
membagi 2 pendapatan hasil tangkapan antara punggawa dan sawi yang 
mana dalam hal ini punggawa mendapatkan pendapatan sekitar 
Rp.8.569.000 per/trip melaut. Begitupula dengan sawi yang mendapatkan 
rata-rata pendapatan sekitar Rp.1.713.900 per/trip melaut. 
2.  Sistem pembiayaan usaha nelayan sepenuhnya ditanggung oleh pemilik 
modal atau Punggawa dan Sawi sebagai pelaksana operasi penangkapan 
dengan sistem bagi hasil yang diterapkan adalah 50 % Punggawa dan 50 % 
untuk Sawi. Akan tetapi Punggawa juga ikut serta dalam proses melaut 
sehingga punggawa juga mendapatkan bagian diluar dari pendapatanya 
sebagai punggawa.  
3. Masyarakat Kecamatan Bontoa memiliki aturan sendiri seperti hukum adat 
dan kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam lingkungannya dalam 
melakukan sistem bagi hasil, mereka mempercayai bahwa sistem yang 





 Perlu meningkatkan atau menambah alat tangkap agar pendapatan yang 
dihasilkan mampu meningkatkan hasil produksi tangkapan ikan, bukan hanya itu, 
kinerja sawi juga harus ditingkatkan. Lain halnya dengan punggawa yang harus 
lebih memperhatikan alat-alat yang dipakai dalam proses penangkapan, seperti 
mesin dan alat-alat lainya agar dalam proses pengkapan ikan dapat berjalan 
lancar. Serta perlu juga adanya dukungan dari pemerintah untuk 
mensosialisasikan tentang penerapan sistem bagi hasil yang seharusnya 
dijalankan sesuai dengan aturan Undang-undang bagi hasil perikanan No. 16 





Andini, Ayu. (2009). Indonesia Gelar World Ocean Conference Pertama di Dunia. 
 http://www.indofamilynet.com. 15 Mei 2015. 
 
Arief, A. 2002. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Passompe (Migran) di Pulau 
 Badi Kabupaten Pangkep. Skripsi. UNiversitas Hasanuddin. Makassar 
Ahyari, Agus. (1999). Manajemen Produksi Perencanaan Sistem Produksi Buku 
 2 Edisi 4 Cetakan Ke-empat. BPFF. Yogyakarta. 
Aswan, Abubakar. (2014). Kajian Sistem Pembiayaan dan Bagi Hasil Punggawa 
 Sawi  di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah,Skripsi S1,Universitas  
 Hasanuddin. Makassar. 
Barus. (2001). Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah. Laporan 
 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Bogor. 
Barianto, 2008. Sosial Ekonomi Nelayan Sulawesi Selatan. 
 http://wartapedia.com/. Diakses Pada Tanggal 25 September 2013. 
 
Boediono. 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi Yogyakarta: BPFE UGM 
Budiman, 2011. Potensi Perikanan Tangkap, Rineka Cipta. Jakarta 
Buwono, I.D., (1993). ” Tambak Udang Windu. Sistem Pengelolaan Bepoda 
 Intensif”, Kanisius, Yogyakarta. 
Danuri, Rokhim, 10 Mei 2009. Reorientasi Pembangunan Berbasis Kelautan, ch. 
 Roin. Majalah Tokoh Indonesia, hlm 11 &12, no.7. 
 
Dinas Perikanan, Kelautan dan peternakan Kabupaten Maros 2014. 
 
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat 2012. Buku Statistik 
 Perikanan Tangkap Jawa Barat Tahun 2012. Dinas Perikanan Provinsi 
Jawa Barat. Bandung. 
 
Eka. 2012. Sistem Bagi Hasil Nelayan Bagan Perahu, Universitas Hasanuddin. 
 Makassar 
Gitosudarmo, Indriyo. (1999). Manajemen Operasi Edisi Pertama. BP-FE 
 Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Yogyakarta. 
Gunawan, S. dan I.G. Lanang. (1994). Ekonomi Produksi. Fakultas 
Pascasarjana,Universitas Padjajaran, Bandung. 
 
Hamid. Abu. 2005. Penegembangan orang bugis (Passompe). Pustaka Refleksi. 
 Makassar. 
Herlambang, Tedy et al. (2002). Ekonomi Mikro : Sebuah kajian komprehensif, 
 Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 
61 
 
Herwening, E. 1983. Bagi hasil Usaha Penangkapan Ikan (Kasus Muara Angke, 
 Jakarta).Skripsi. Fakultas Perikanan. Institut Pertanian Bogor. Bogor; 
Indriantoro dan Supomo. 1999. Metodologi Untuk Aplikasi dan Bisnis. BPFE, 
Yogyakarta. 
Iswahyudi, Cakra. 2015. Analisis Tingkat Pendapatan Petani Budidaya Rumput 
laut Di Kabupaten Bantaeng. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 
Hasanuddin. 
 
Jhingan, M. L. 1983. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta : Raja 
 Grafindo. 
 
Junianto. 2003. Teknik Penangkapan Ikan. Penebar Swadaya.Jakarta. 
Masyhuri, 1999, Usaha Penangkapan Ikan di Jawa dan Madura: Produktivitas 
 dan Pendapatan Buruh Nelayan, masyarakat Indonesia, XXIV, No. 1. 
Mukherjee. Hardjono, Carriere. 2001. People, poverty, and livelihoods. Link for 
 sustanabel poverty reducation in Indonesia. The world bank and 
 department for internasional development. UK 
Mankiw, N. Gregory. (2001). Principles of Ekonomi. Fort Worth : Harcourt College 
 Publishers. 
Mankiw, N. Gregory. 2006. Makro Ekonomi. Jilid ke-6. Erlangga : Jakarta 
Millers Roger Le Roy and Meiners Roger. E. (2000). Intermediate 
 Microeconomics Theory, Issues Aplicationd, diterjemahkan oleh Haris 
 Munandar sebagai Teori Microekonomi Intermediate, edisi keempat. PT 
 Raja Grafindo Persada. Jakarta. 
Mubyarto., 1994, Pengantar Ekonomi Pertanian, Pustaka LP3ES, Jakarta. 
Mulyadi, S. 2005. Ekonomi Kelautan. Raja Grafindo Persada.Jakarta 
Mukaffi, Zain. (2003). Kemiskinan Nelayan. Yogyakarta: MEP UGM. 
Satria. 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta: Cidesindo. 
Salim, Agus. (1999). Analisis Tingkat Pendapatan Nelayan dan Faktor-Faktor 
 yang Mempengaruhinya di Kecamatan Syiah Kuala Kotamadya Banda 
 Aceh, Tesis S2 PPS USU, Medan. 
Sallatang, M. Arifin (1981). Hubungan Antara Punggawa dengan sawi; Suatu 
 Studi Kasus Pada Sebuah Kelompok Punggawa-Sawi di desa Pabbiringa, 
 Kecamatan Binamu, Jeneponto, Sulawesi Selatan, Proyek Penelitian 
 Universitas Hasanuddin , ujung Pandang. 
Sallatang, M. Arifin (1982). Sosiografi Kelompok Punggawa Sawi; Suatu Studi 
 Sosiologi Kelompok Kecil (Desertasi), Universitas Hasanuddin, Ujung 
 Pandang.  
62 
 
Sanusi. Fattah (1997). Peranan Institusi Lokal Dalam Pembangunan Ekonomi 
 Wilayah Pesisir, Studi Kasus Kelompok Sosial Punggawa-Sawi di Pulau 
 Barang Lompo Kecamatan Ujung Tanah Kotamadya Ujung Pandang, 
 Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang 
Samuelson & Nordhaus. (1993). Perekonomian Indonesia, edisi 2, Erlangga. 
 Jakarta. 
Samuelson, Paul A. Dan Nordhaus William D. 1995. Ekonomi (Edisi 
 Terjemahan). Edisi 12 jilid 2. Jakarta : Erlangga. 
 
Sanusi, Fattah. (1997). peranan institusi lokal dalam pembangunan ekonomi 
 wilayah pesisir, studi kasus kelompok sosial punggawa-sawi di pulau 
 Barang Lompo Kecamatan Ujung Tanah Kota Madya Ujung 
 Pandang.Tesis S2. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. 
 Ujung Pandang 
Sasmita, Danda. (2006). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan 
 usaha nelayan di Kabupaten AsahanSumatra Utara. Program Pasca 
 Sarjana Universitas Sumatra Utara. Medan. 
Soekartawi. 2002. Analisis Usahatani. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 
 
Siswanto, 2010, Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut. Graha timur, 
 Surabaya. 
Sumitro. (1960). Ekonomi Pembangunan. PT. Pembangunan. Jakarta. 
Sukirno, Sadono. 2000. Makro Ekonomi Modern. PT. Raja Grafindo Perkasa, 
 Jakarta 
Sukirno, Sadono. (2006). Makroekonomi Teori Pengantar,Raja Grafindo 
 Persada. Jakarta 
Todaro, Michael. (1994) Economic Development (fifth edition). New York and 
 Landon. 
Todaro, Michael. 1998. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: 
 Penerbit Erlangga. 
Todaro, Ekonomi dalam Pandangan Modern.Terj. (Jakarta: Bina Aksara, 2002). 
 
Trijoko. (1980). Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia. 
 
Primyastanto, Dkk. 2013.Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Dan 
 Pengeluaran Nelayan Payang Jurung Di Selat Madura. Skripsi Di 
 Publikasikan. Malang: Universitas Barawijaya Malang. 
 
Presiden Republik Indonesia, UU Bagi Hasil perikanan No.16 Tahun 1964 




Poli, W.I.M.,(1991). Wawasan Perencanaan Pembangunan, Ceramah untuk Staf 
Bapeda Propinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan. 
Winardi, 1988. Pengantar Ilmu Ekonomi. Tarsito, Bandung. 
 
Yusuf, edy, 2003. Analisis Kemiskinan dan Pendapatan Keluarga Nelayan kasus 
di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia. 
Jurnal, FEB Diponegoro, Semarang. 
Zulfikar, 2002. Analisis Sistem bagi Hasil Terhadap Pendapatan Buruh Nelayan 
 di Kabupaten Deli Serdang, Sumut, skripsi S1, EP USU, Medan. 
 
